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1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam upaya peninglatan pelaksanaan pemerintahan 

yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 

mengetahui kemampuan instansi dalam pencapaian 

visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai amanat 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban 

secara periodik. 

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi 

tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan 

informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan 

dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, 

efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.  

BBPOM di Mataram sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 

29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memiliki kewajiban untuk 

menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam 

sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2022 merujuk 

kepada Reviu Renstra BBPOM di Mataram tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja BBPOM di 

Mataram tahun 2022.  

2.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

BBPOM di Mataram merupakan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (Badan POM) sesuai Peraturan 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 

23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan 
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Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dimana UPT BPOM diklasifikasikan menjadi Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat 

dan Makanan.  

Peraturan PerUndang-Undangan (UU) yang menjadi landasan teknis tugas dan fungsi BBPOM di 

Mataram  antara lain (i) UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; (ii) UU Nomor 8 tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen; (iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (iv) UU Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;(v) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (vi) UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vii);  PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan 

Farmasi; (viii) PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian; (ix) PP Nomor 44 Tahun 

2010 Tentang Prekursor;(x) PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan; (xi) PP Nomor 40 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (xii) PP Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Label Pangan Olahan; dan (xiii) PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. 

BBPOM di Mataram secara garis besar memiliki empat inti kegiatan dilihat dari fungsinya, yaitu: 

 

Gambar 1.1 Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram 

BBPOM di Mataram sebagai UPT Badan POM memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis 

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Fungsi BBPOM di Mataram antara lain: 

• Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian 

• Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan 
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• Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan 

• Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber 

• Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

 

 

Gambar 1.2 Wilayah Kerja BBOM di Mataram 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Mataram disusun berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi BBPOM di Mataram 

1.4 ISU STRATEGIS 

KASUS STUNTING DI NTB 

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi 

atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan 

pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. 

Stunting ditandai dengan gangguan 

pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi 

badan lebih rendah dari standar usianya. 

Kondisi ini dapat berdampak pada 

pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga 

berisiko menimbulkan gangguan kesehatan 

dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, 

saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari 

World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, 

yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible. Berdasarkan hasil Studi 

Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kemenkes  Tahun 2022, angka 

stunting di NTB berada pada 32,7% naik 1,3% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 31,4%. 

Angka stunting ini berada di atas angka nasional sebesar 21,6% turun sebesar 2,8% dibandingkan 
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tahun 2021 sebesar 24,4%. BBPOM di Mataram mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan 

penurunan stunting melalui beberapa program antara lain pengawasan pangan fortifikasi (Sampling 

dan pengujian, serta pendampingan pelaku usaha), intervensi keamanan pangan di desa (desa 

pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap 

Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan 

pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha 

menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN 

memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi 

mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan 

konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan 

masyarakat dari penerapan JKN, BBPOM di Mataram melaksanakan pengawasan/inspeksi sarana 

distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana 

instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan 

kesehatan lainnya. 

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PERUBAHAN GAYA HIDUP MASYARAKAT 

Industri Obat dan Makanan menjadi salah satu bidang yang terdampak oleh munculnya revolusi 

industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 

ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial 

intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed 

manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di 

berbagai sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut memfasilitasi teknologi produksi sehingga 

jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Keberagaman produk tersebut 

membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM 

termasuk BBPOM di Mataram untuk meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian, baik 

pemenuhan instrumen pengujian dan metode analisis yang diperlukan serta kompetensi penguji yang 

memadai.  

Dampak revolusi industri 4.0 pada akhirnya juga berdampak terhadap perubahan gaya hidup 

masyarakat, khususnya pemanfaatan teknologi internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi 

penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Dampak E-commerce termasuk prosuk 

Obat dan Makanan menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat Provinsi NTB. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2019 menginformasikan bahwa Indonesia 

merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan 'e-commerce' dengan pertumbuhan 78 persen dan 
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berada di peringkat ke-1 dunia. Obat dan Makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-

macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Tingginya minat masyarakat 

terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang 

aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan 

memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. 

Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat 

dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. 

BPOM termasuk BBPOM di Mataram harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi 

instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan 

gizi produk yang dihasilkan. Terkait dengan hal ini, BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan 

pengawasan dan penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan harus lebih mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi terutama berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh Badan POM 

maupun hasil inovasi BBPOM di Mataram sendiri. Selain itu, BBPOM di Mataram juga melakukan 

patroli siber untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan kemajuan teknologi yang mengakibatkan 

pergeseran pola promosi, pola konsumsi, dan pola distribusi dalam peredaran Obat dan Makanan. 

REFORMASI BIROKRASI  

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan 

birokrasi pemerintah yang profesional dengan 

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja 

tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme, mampu melayani publik, netral, 

sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh 

nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Mataram telah memperoleh predikat WBK 

(Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021 dan tahun 2022 berupaya mempertahankan predikat WBK 

serta bertekad meraih predikat WBBM di tahun 2023, sehingga diperlukan upaya sosialisasi program 

pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemudahan akses 

informasi publik. 

PANDEMI COVID-19 

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 

(Covid-19) sebagai pandemi.  Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam 

berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Berdasarkan data dari Satgas 

Covid-19 Provinsi NTB, Jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 per 31 Desember 2022 sebanyak 37.168 

kasus, dan meninggal dunia sebanyak 1025. Pada tahun 2022 pemerintah tetap menerapkan protokol 

kesehatan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. 



 

7 
 

Sebagai bentuk peran serta penanganan 

Covid-19 BBPOM di Mataram melakukan 

pengawalan dan pemantauan dalam 

memastikan vaksin Covid 19 di NTB telah 

dilakukan penanganan sesuai dengan 

prosedur CDOB (Cara Distribusi Obat yang 

Baik) untuk menjamin mutu dan kualitas 

vaksin Covid 19 mulai dari jalur distribusi 

sampai kemudian digunakan oleh masyarakat. 

Selain itu, BBPOM di Mataram telah memperoleh izin dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai laboratorium penguji specimen covid 19.  

Laboratorium BBPOM di Mataram telah memenuhi persyaratan Standar Laboratorium Bio Safety 

Level 2 (BSL-2) dan peningkatan SDM Pengujian sebagai Laboratorium Pemeriksaan Spesimen 

Covid-19.  

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan 

menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci 

tangan menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer, membersihkan lingkungan terdekat 

menggunakan desinfektan, mengurangi mobilitas, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan 

mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.  

INDUSTRIALISASI DAN PENGUATAN UMKM DI NTB GEMILANG  

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II-2022 mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,99 persen dibandingkan triwulan 

II-2021 berdasarkan data rilis BPS. Pertumbuhan ini 

menandakan mulai pulihnya aktivitas perekonomian 

setelah dihantam pandemi Covid-19. Hal ini juga 

pertanda penyebaran pandemi tertangani dengan baik 

melalui berbagai program dari pemerintah. Pertumbuhan 

ini tidak lepas dari kontribusi UMKM dalam kemampuan 

menyerap tenaga kerja yang ada serta menghimpun 

investasi. 

Salah satu Lapangan Usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi berasal dari Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 34,97 persen. Jika dilihat menurut kelompok industri 

berdasarkan KBLI dua digit maka industri makanan (KBLI 10) merupakan usaha terbesar kedua di 

bawah Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari 

rotan, bambu dan sejenisnya (KBLI 16). 
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Potensi pengembangan UMKM juga didorong oleh ditetapkannya KEK Mandalika sebagai salah satu 

dari 5 (lima) Destinasi Super Prioritas Nasional oleh Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2021 bersama 

K/L terkait untuk menjadi “Bali Baru” melalui pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, 

produk ekonomi kreatif dan SDM unggul. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dikembangkan 

adalah pembangunan sirkuit di Desa Kuta, Lombok Tengah yang diberi nama Pertamina Mandalika 

International Street Circuit. Di sirkuit tersebut telah sukses dilaksanakan perhelatan internasional 

MotoGP pada bulan Maret 2022 dan World Superbike Championship pada Oktober 2022 

Jumlah UMKM di NTB dari tahun ke tahun terus berkembang, namun demikian secara umum UMKM 

masih menghadapi kendala klasik seperti permodalan, perizinan, bahan baku, pemasaran produk, 

pengelolaan keuangan dan inovasi. Selain itu, data hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi 

pangan menemukan sebanyak 47% sarana UMKM Tidak Memenuhi Ketentuan. Demikian pula 

dengan data hasil pengujian produk pangan olahan yang Tidak Memenuhi Syarat memiliki persentase 

lebih tinggi yaitu 76%. 

Ketidaksesuaian di atas disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pelaku usaha pangan dalam 

penjaminan mutu dan keamanan pangan; (2) keterbatasan kapasitas yaitu kemampuan dan 

pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha pangan terhadap mutu dan keamanan pangan; (3) 

keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu dan keamanan pangan; dan (4) 

keterbatasan kelembagaan pangan terkait pengawasan mutu dan keamanan pangan. 

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi NTB 

meningkatkan daya saing UMKM yaitu melakukan 

program strategis industrialisasi, yang di antaranya 

bertumpu pada industri pengolahan (pertanian, 

peternakan, lingkungan, kehutanan, dan kelautan). 

Jenis industri yang dikembangkan di NTB adalah 

industri rumah tangga atau industri berskala mikro 

maupun kecil dengan pertimbangan ketersediaan 

bahan baku dan pangsa pasar yang berkaitan dengan 

jumlah penduduk. Dalam konteks industrialisasi, yang menjadi sasarannya adalah peningkatan nilai 

tambah terutama pada komoditas pertanian sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. 

Sejalan dengan hal tersebut, BBPOM di Mataram juga berkontribusi bersinergi dengan OPD terkait 

melalui program pembinaan kepada UMKM agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk 

sehingga meningkatkan daya saing UMKM. Dukungan yang diberikan oleh BPOM terhadap UMKM 

antara lain diwujudkan dengan memberikan kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, 

penyederhanaan, dan pendampingan kepada UMKM. Pada tahun 2022 BBPOM di Mataram 



 

9 
 

melakukan revitalisasi inovasi GEMILANG Pro-UMKM yang telah melakukan pendampingan UMKM 

dan berhasil menerbitkan 370 sertifikat / izin penerapan / rekomendasi kepada 48 pelaku usaha. 

PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT 

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Provinsi NTB merebak isu penyalahgunaan PCC, 

Carnophen, Somadril, tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan 

yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan 

tersebut. Di Provinsi NTB peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya 

menyasar orang dewasa termasuk remaja juga menjadi target sasaran. Hal ini tentunya akan 

berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 

2022 kasus peredaran gelap Tramadol, Trihexyphenidyl, dextromethorphan dan oat obat tertentu 

(OOT) lainnya di Provinsi NTB tercatat mencapai 140 kasus 

Adanya temuan produk Ilegal mengindikasikan 

bahwa supply dan demand terhadap sediaan 

farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan 

karena mudahnya akses pembelian (secara 

online) menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat karena kepraktisannya. Disisi lain, 

temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan 

POM dan Polri secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan 

ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman. 

Adanya ancaman peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius menyebabkan 

Presiden RI mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat 

pada Oktober 2017, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi 

termasuk di Provinsi NTB, bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait. Dalam Aksi 

Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, 

masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan 

Hukum untuk memberikan efek jera.  

Akhir-akhir ini trend dan modus kejahatan Obat dan makanan terlihat mengikuti perkembangan 

melalui media online, jika ini tidak diantispasi akan menyebabkan tidak optimalnya/gagalnya operasi 

penyidikan pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan makanan.  BBPOM di Mataram juga 

menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan tidak dapat ditangani sendiri 

karena produksi dan peredaran Obat dan Makanan ilegal begitu cepat dan luas, sehingga perlu 

dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait terutama dalam jaringan “Criminal Justice Sistem (CJS)” 

dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan serta ASPERINDO (Asosiasi 

Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) dan idEA (Indonesian E-Commerce Association) . 
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Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, harus dimulai dari semangat 

dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 

adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta 

berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.  

KEAMANAN PANGAN DI DESA 

Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Provinsi NTB sebanyak 5,43 juta jiwa pada Juni 

2022, dengan proporsi penduduk lebih banyak tinggal di pedesaaan. Pembangunan berkelanjutan di 

desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. SDGs Desa 

sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan 

atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu 

pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 

2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kurang lebih 80 % 

penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak 

langsung penduduk perdesaan, sehingga pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib 

untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Badan 

POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat 

peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan 

koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan 

masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, 

seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2022 BBPOM di Mataram baru dapat mengintervensi 

195 desa/kelurahan dari 1.150 desa/kelurahan yang ada di Provinsi NTB. Kecilnya jumlah desa yang 

diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan 

lintas sektor terkait agar dapat mereplikasi program serta ikut menggalakkan sosialisasi tentang 

keamanan pangan di seluruh desa, termasuk desa yang belum diintervensi.  

Program desa Pangan Aman membentuk Kader Keamanan Pangan Desa yang memiliki peran 

memberikan informasi tentang prinsip-prinsip keamanan pangan kepada komunitas masyarakat di 
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desa. Sehingga masyarakat dapat memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi dan melaporkan 

kepada Badan POM apabila ada makanan yang tidak memenuhi ketentuan. 

KASUS GAGAL GINJAL AKUT (GGA) 

Kasus gagal ginjal akut (GGA) yang terjadi pada tahun 2022 menyebabkan lebih dari 200 anak di 

Indonesia meninggal dunia. Diduga kuat kasus tersebut diakibatkan oleh obat sirup yang 

mengandung cemaran zat kimia di luar ambang batas aman, yakni Etilen Glikol (EG) dan Dietilen 

Glikol (DEG).  Adapun EG dan DEG merupakan zat kimia berbahaya yang cemarannya dimungkinkan 

ada di beberapa zat pelarut tambahan dalam obat sirup, termasuk propilen glikol (PG), dengan 

ambang batas aman 0,1 miligram/mililiter. 

BPOM telah melakukan penelusuran berbasis 

risiko, investigasi, sampling, dan pengujian sampel 

produk obat sirup dan bahan tambahan yang 

digunakan yang berpotensi mengandung cemaran 

EG dan DEG melebihi ambang batas. Berdasarkan 

penelusuran tersebut BPOM menemukan 6 (enam) 

Industri Farmasi (IF) yang memproduksi sirup obat 

dengan kadar cemaran EG/DEG yang melebihi 

ambang batas aman. Ke-enam Industri Farmasi 

tersebut adalah PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), 

PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF) dan PT Rama Emerald 

Multi Sukses (PT REMS).  

Menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut BPOM telah menetapkan sanksi administratif dengan 

mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) cairan oral non-betalaktam, serta diikuti 

dengan pencabutan seluruh izin edar produk sirup obat Industri Farmasi tersebut. BPOM juga telah 

memerintahkan kepada ke-enam Industri Farmasi tersebut untuk: 

1. Menghentikan kegiatan produksi dan distribusi seluruh sirup obat; 

2. Mengembalikan surat persetujuan izin edar semua sirup obat; 

3. Menarik dan memastikan semua sirup obat telah dilakukan penarikan dari peredaran, yang 

meliputi pedagang besar farmasi, apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian 

lainnya; 

4. Memusnahkan semua persediaan (stock) sirup obat dengan disaksikan oleh petugas Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dengan membuat Berita Acara Pemusnahan; dan 

5. Melaporkan pelaksanaan perintah penghentian produksi, penarikan, dan pemusnahan sirup 

obat kepada BPOM. 
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BBPOM di Mataram sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM ikut serta melakukan monitoring ke 

fasilitas pelayanan kefarmasian di Provinsi NTB untuk melakukan pendataan terhadap obat sirup yang 

mengandung EG dan DEG yang melebihi ambang batas dan memastikan produk tersebut tidak 

diperjualbelikan serta seluruhnya dilakukan penarikan oleh produsen. 

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS  

INTERNAL 

1) Anggaran 

Sesuai DIPA awal tahun 2022, anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi 

NTB sebesar Rp. 29.577.280.000,- bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2022 SP DIPA-

063.01.2.432960/2021. Bulan Agustus 2022 terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan 

belanja pegawai sehinggat total anggaran menjadi Rp. 30.114.223.000. Pada awal Desember 

2022 terjadi pengurangan/pemotongan anggaran yang diblokir ke Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara (BA BUN) sehingga total anggaran menjadi Rp. 28.558.092.000,- 

2) Sumber Daya Manusia 

Tabel 1.1. Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022 

No. Jabatan Fungsional/Struktural Existing ABK 2022 GAP 

1 Jabatan Struktural  2 2 0 

2 Jabatan Fungsional Ketata Usahaan  15 31 16 

3 Jabatan Fungsional PFM 52 78 26 

Total 69 111 42 

Per Desember 2022, SDM yang dimiliki BBPOM di 

Mataram untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

Pengawasan Obat dan Makanan sejumlah 69 orang 

dengan proporsi 62% perempuan dan 38% laki-laki. 

Jumlah SDM tersebut tentunya belum memadai untuk 

dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan 

Obat dan Makanan di Provinsi NTB secara optimal. 

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, 

BBPOM di Mataram memerlukan SDM sebanyak 111 orang sehingga masih memerlukan 

penambahan SDM sejumlah 42 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga 

sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat pendidikan 

sebagian besar pegawai BBPOM di Mataram adalah S1 dan Profesi (apoteker). BBPOM di 

Mataram sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan 

pendidikan S2 maupun S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin 
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kompleks, BBPOM di Mataram harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan 

memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis 

yang semakin dinamis. Dengan peningkatan kompetensi SDM, diharapkan BBPOM di Mataram 

akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin 

berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. 

3) Sarana Prasarana 

Kantor BBPOM di Mataram memiliki bangunan 

Gedung seluas 8.855 m2 dengan luas tanah 

3.325 m2, didukung laboratorium dan peralatan 

yang memadai sesuai standar Laboratorium 

Badan POM. BBPOM di Mataram memiliki 

laboratorium pengujian kimia, dan laboratorium 

pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 

17025:2017. Selain itu BBPOM di Mataram dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah 

membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat 

untuk seluruh bisnis prosesnya. Rumah dinas BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung 

seluas 200 m2 dengan luas tanah 250 m2. Dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja 

pegawai, BBPOM di Mataram Tahun 2022 telah tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 dari PT. Sucofindo International Certification Services 

4) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Mataram 

Sebagai tulang punggung sistem 

pengawasan yang dilakukan BPOM, 

laboratorium pengujian mempunyai peran 

yang sangat strategis utamanya dalam hal 

mendeteksi serta memvalidasi mutu dan 

keamanan produk-produk yang beredar di 

masyarakat, hasil pengujian laboratorium 

dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan 

produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi 

syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan 

standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar 

Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM di Mataram telah memiliki 

instrumen yang menggunakan teknologi yang canggih, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, 

PCR. Namun pemeliharaan dan kebutuhan operasional untuk instrumen tersebut membutuhkan 

biaya yang relatif tinggi dan memerlukan kompetensi penguji yang andal dalam menggunakan 

instrumen tersebut. 
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Keunggulan laboratorium BBPOM di Mataram : 

- Standar Pemenuhan Laboratorium sesuai GLP dengan nilai tertingggi dibanding BB/BPOM 

lainnya 

- Laboratorium unggulan pengujian DNA 

- Laboratorium utama di NTB untuk pengujian sampel barang bukti narkotika/psikotropika. 

EKSTERNAL 

1) Kondisi Geografis dan Demografis 

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 11546' - 1195' Bujur Timur dan 810' - 95' 

Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :  

• Sebelah Utara  : Laut Jawa dan Laut Flores  

• Sebelah Selatan  : Samudra Hindia  

• Sebelah Barat  : Selat Lombok dan Provinsi Bali  

• Sebelah Timur  : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi NTB 

Provinsi NTB terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 

pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km2 terdiri dari daratan seluas 

20.153,15 Km2 (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km2 (59,13%) dengan panjang 

garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km2 (76,49 %) dan luas Pulau 

Lombok seluas 4.738,70 Km2 (23,51%). 

Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022 

mencatat jumlah penduduk NTB sebanyak 5,47 juta jiwa, dengan perbandingan 49,83% jenis 

kelamin laki-laki dan 50,17% jenis kelamin perempuan. 
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2) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram meliputi 

industri kosmetik, usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), 

industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi 

Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, 

Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. 

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram 

sebagaimana pada gambar 1.5 dan gambar 1.6.  

 

Gambar 1.5 Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2022 

 

Gambar 1.6 Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2022 
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Secara total terdapat 1.399 sarana produksi dan 5.542 sarana distribusi di wilayah kerja BBPOM 

di Mataram. Sebaran sarana masih terkonsentrasi di Pulau Lombok dan sisanya di Pulau 

Sumbawa. Dalam pelaksanaaan pengawasan, BBPOM di Mataram memanfaatkan sarana 

transportasi darat, laut dan udara. 

Masa tempuh dari Kota Mataram ke Kabupaten/Kota di Pulau Lombok mencapai 1 – 5 jam, 

sedangkan masa tempuh dari Kota Mataram ke Pulau Sumbawa mencapai 6 – 12 jam, atau 

apabila menggunakan transportasi udara sekitar 1 jam.  
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